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TENTANG

PETUNJ UK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAP] 1\
MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJA. _TEl N K
o KABUPATEN BENGKALIS ST

o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI BENGKALIS

- Menimbang i ’a‘. | bahwa pen1ngkatan kua.htas sumber daya manu31a" -
. o . merupakan faktor penting dalam - mequudkan o C
kesejahteraan keluarga dan masyarakat . : : o

E "b bahwa dalam ‘rangka - mewu_]udkan ' kese_]ahteraari
' keluarga dan - masyarakat dapat- ‘dilakukan ‘melaluj .
gerakan pemberdayaan dan kese_]ahteraan keluarga, o

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteéri Dalam
" Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaarll
 Masyarakat . ‘Melalui = Gerakan - Pemberdayaan  dan
KeseJahteraan Keluarga, maka perlu membuat petunjuﬁ
pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat '

: d.- ‘bahwa berdasarkan pertlmbangan A sebagaJ. DI:
- dimaksud huruf-a;- Huruf - b, .dan: huruf ¢, maka Iperlu '
menetapkan Peraturan ' Bupat1 Bengkahs tentang
~ Petunjuk - Pelaksanaan ' Keglatan Pemberdayaan
“Masyarakat Melalui - Gerakan Pemberdayaan danl -
- : Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkahs, o
Mengingat . ‘,1. Undang—Undang Nomor 12 ‘Tahun 1956 tentang ‘
B ' Pembentukan ' Daerah Otonom Kabupaten dalam :
hngkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. (Lembaran
~Negara Repubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. tentang
© . Kesejahteraan- Sos1a1 (Lembaran Negara Repubhk
‘Indonesia Tahun: 2009 ‘Nomor 12, Tambahan Lembaran| :
Negara Republik- Indonesm Nomor 4967), R

-3, 3 Undang-Undang Nomor - 52 Tahun' 2009 tentangﬂ
Perkembangan ' Kependudukan dan  Pembangunan|

al

: jahteray b ara Republik
Yodonesif Taflun pagd ) f fojhan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 ;Téhun 2014 tentang
- Pemerintahan ~ Daerah” (Le pgara - Repubhk e

Indon : r 4 o, -\';'\ "4'-;':‘“ ',' mbd .nﬂ';*{i&, i B /‘?f!ﬁ N |
~ Negarg Trdonsy AOINSS87)L _.g":‘.;---: A D :
~telah ' diubah=8éberapa ‘"’\*"“' 11 der o7 Fhd: ng-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua| .
atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun" 2014 tentang

"~ Pemerintahan Daerah - (Lembaran Ne ara Republik] . - .
~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T. F Lemba ‘.R
2 Negara Repubhk Indonesm Nomor 56 AN\
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——KEGIATAN
~ GERAKAN'
 KELUARGA KABUP?

. k;Kabupaten adalah Kabupaten Bengkahs

. APemenntah Daerah adalah Bupat1 dan perangkat daerah'~
sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daer
»Kabupaten Bengkahs v :

'Bupatl adalah Bupatl Bengkahs

“Satuan Ker_]a Perangkat Daerah yang selanjutny
- disingkat SKPD adalah perangkat daerah di 11ngkungan
* Pemerintah. Kabupaten Bengkahs '

Kecamatan adalah w1layah kexja camat sebaga.'
- perangkat daerah : -

"Kelurahan adalah Wllayah ker_]a lurah sebaga1 perangka1
- daerah.

b'lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan -
 kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/ Lurah
dalam memberdayakan masyarakat. ,

“Gerakan - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

‘‘nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh

~dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
‘mulia dan berbudi luhur, se
fmand1r1, kesetaraan dan
' kesadaran hukum dan lmgku

. ‘Keluarga adalah unit terkeci
- terdiri dari suami dan istri, |guami i
.. atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

e Peraturan V"Pe‘rnerintah; Nomor" 39 Tahun 2012 tentang
‘Penyelenggaraan  Kesejahteraan = Sosial (Lembaran =~ =
Negara Republik Indonesia Tahun 20142 Nomor 68 :
Tambahan Lembaran Negara Repubhk r L

Lembaga kemasyarakatan atau ‘sebutan lain adala

selan_]utnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakah

dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk ‘
masyarakat menuju terwu_]udnya keluarga yang beriman SN

m
gen € ‘serta

asyar t| yang




|

‘ 10 Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dlbentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
. memenuhi kebutuhan hidup ‘mental spiritual danﬁ31k
material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan
seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan,
masyarakat dan ling ‘

11. Kesejahteraan Kelu?f%)a)
‘ an

terpenuhinya kebutu _
~anggota . keluarga secara g

- spiritual sehingga dapat. h1dup layak sebaga1 manu31a ‘
 yang bermanfaat. : ‘

' 12. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat dengan N g
TP PKK. adalah fasilitator, = perencana, rpelaks — @

pengendah dan penggerak pada masmg-mas&@ @: g

pemerintahan untuk terlaksananya program
herintaf—da

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalul Gerakan PKK

g . Bupat1 melalul Kepala SKPD' yang memb1dang1 atau berka1t

TUJUAN DAN SASARAN e

| . Pasal 2

B Pemberdayaan masyarakat mela1u1 Gerakan PKK merupakan
- upaya - memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarg'a BT

"~ yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa

berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, ma_]u

. dan mandiri, kesetaraan dan keadllan gender serta kesadara'n
hukum dan hngkungan : '

Pasal 3

‘adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu

- ditingkatkan dan dlkembangkan ke 1 spiri
kdan fiSlk materlal L A ’II]@ ) 2

| BAB m
~ KEWENANGAN

Pasal 4

dengan urusan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan '
pemberdayaan masyarakat ‘elalul ‘ Gerakan PKK di
Kabupaten Bengkalis. : e ,
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"Periky"éle'ﬁggaraan : pemberdayééﬂ masyarakat ‘, melalui

e |
,dllakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan|
: PKK . :

'—' rER ot e Ao o A

I Perencanaan sehat e
3) Uralan keglatan 10 (sepuluh) prograrn pokok K ‘
R sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dilaksarakarn—
- - sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
@) 2
. dimaksud = pada - ‘ayat (2) Gerakan  PKK dapat|

N yang berkaltan dengan pe

Bupati dalam menyeleriggarakan ~ pemberdayaan|
masyarakat melalui ‘Gerakan PKK membentuk Tim|
Penggerak PKK di Kabupaten, Tim Penggerak PKK dij -
 Kecamatan dan Tim Penggerak PKK di Kelurahan. .

|  (‘1)

PENYEEEFENG ARAR

Pasal 5

Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

‘,Gotong Royong, s
. Pangan;. s

. Sandang; : :
"f_Perumahan dan tata laksana rumah tangga, .
- Pendidikan dan keterampﬂan,

14
-

. Kesehatan; ~ \ ‘ T )
.. Pengembangan ke era31 ‘ :
- Kelestarian lingk gan_ u '

Selain = program - pokok Gerakan PKK sebagaimana

melaksanakan program yang dltugaskan oleh Bupati|- : 1

DE"O

Pasal 6

Struktur - keanggotaan TP  PKK di Kabupaten;
sebagalmana d1maksud pada ayat (1) terd1r1 dan i

a. Ketua -~ Isten Bupat1

DF

P%““

' - c. Wak11 Ketua II :.;’ laki- 1ak1 atau perempuan i -

'ﬁ

“II dan. IV, bers1fat sukarela yang mampu| =
s Sekretans L -

~ Bendal}
- Anggota— dar

. suatyl|

upaygl—._

“Politik.

organ1sas1, lembaga, dan Partai] =N
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(3) Struktur keanggotaan TP PKK di Kecamatan
o sebaga1mana d1maksud pada ayat (1), terdiri dari:

. a Ketua SR Isten Camat -
: b. fu 1an” erempuan
» @@%n \"22 > @ ‘are yaIr)lg map;npu ‘
- Sekretaris, . dan peduli terhadap upayal
] llB\ﬁgggglaal-ﬁa, . : ke’sejahteraan‘ keluarga danl,
‘ gk tidak - mewakili suatu
organisasi, lembaga, dan Parta1

R S o DR ;Pohtlk , _ ‘
(4) Struktur 'keahggotaan . TP PKK di Kelurahan
LR sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1), terd1r1 dar1

a. Ketua R Isteri Lurah

b. Wakll Ketua ‘1, b: ,lak1-lak1  atau perempuan
II, HI. dan bersifat sukarela yang mampu
- 1V,Sekretaris, - - dan peduh terhadap upaya
iglglggg ara, kesejahteraan keluarga dan: L
‘tidak . mewakili suatu .

(5) Susunan Keanggotan TP PKK Kabupaten, TP PKK
- Kecamatan dan TP PKK Kelurahan sebagaimana pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) d1tetapkan dengah

(1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
- melalui Gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa. ;
(2) Struktur keanggotaan TP PKK Desa sebagalmana '
gy ’d1maksud pada ayat (1), terd1r1 dari: .

a. Ketua o oEET 4Ister1 Kepala Desa

b, Wakil "Ketua,. : - laki- 1ak1 ']atau perempuar} e
~ Sekretaris, - o ber31fat sukarela yang mampu =

Bendahara, dan - peduli ' terhadap upaya’.
-'A_ngg?t?" 5 'kesejahteraan = keluarga dan
' tidak  mewakili . suatd _
, ,organ1sas1 lembaga, dan Partai L
Pol1t1k ‘

- (3) Susunan Keanggotan TP PKK Desa sebagaimana :
-~ dimaksud pada ayat (2) d1tetapkan dengan Keputusa'n
oy Kepala Desa.

- PIF OCR Denp
.|-||= Q-R Ierrm R Demo




Pasal 8 .

. Walkil Bupat1 sebagal Ketua

- Pasal 9

~('1)‘_>».;Dalarrn . fangka ment
L Pemberdayaan Masyarkat "

)
“ pada ayat
) ,pelaksanaan;prOgram PKK

Pasal 10

(1) ngepala Desa/ Lurah dalam mempercepat pemberdayaan. :
- 'masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok

- PKK Dusun, RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
(2) Pembentukan ' kelompok PKK sebagalmana dimaksud
- pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Kepa_lé.

'Desa/ Lurah
| Pasal 1 1 ER ,
TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecarr' TP\\PKK
- Desa/Kelurahan dan kelompok—kelompok tangg E
jawab ‘dalam ‘pelaksanaan - 10 (sepuluh 5 KK

k'sebagalmana dlmaksud pada Pasal 5 ayat (2)

Pasal 12

. Untuk mengoptlmalkan keglatan pemberdayaan masyarakat
~ melalui Gerakan PKK, TP PKK" dapat -bekerjasama dalam
bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembagé
. kemasyarakatan lalnnya dan duma usaha .

BABV R
PELAPORAN |

dan kepada TP PKK Kecamatan

(2) TP PKK' Kelurahan melaporkan pelaksanaan keglatan
-~ Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK
Kelurahan dan kepada Bupati melalu1 Camat. serta

kepada TP PKK Kecamatan - —




t3) TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan keglatan

gk

Kecamatan dan Bupati selaku Pemme ;F_'
e Kabupaten serta kepada TP PKK Kabupaten '
~ (4) TP PKK Kabupaten melaporka naan KEgigHInN—

 Gerakan PKK kepada Bupati/gelakll_pembins
: Kabupaten dan kepadaT |[PKK| Pr: si. -

Pasal 14 |

' 'Laporan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 d1sampa1kan
~1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
‘ apab1la d1per1ukan i R o fa

~ BAaBVI
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupat1 melalul chala SKPD yang memb1dang1 urusan
pemberdayaan - masyarakat - melakukan pembinaan dan
pengawasan. . terhadap penyelenggaraan K pemberdayaan‘
masyarakat me1a1u1 Gerakan PKK

| —
re—g ‘I

al x
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan
PKK yang ‘dilakukan TP PKK Kecamatan dan TP PKK
,,Desa/Kelurahan o :

'BABVII -
PENDANAAN

: . PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa :
' Negara," Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah

- Provinsi,_Ang dan.
Kabupaten Bel Pyifda
Desa dg enddnaa

- tidak m glk i AN

';(21)7 ; ‘Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah- Kabupate|n,
;;’74sebaga1mana pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen : -
X Pelaksanan Anggaran SKPD yang terkait.

ksud dalam Pasal 4 7‘

ela],hr
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BAB VIII
HONORARIUM

Pasal 18

(1) TP PKK Kabupaten Bengkalis/Kecamatan/
Kelurahan/Desa dapat diberikan honorarium sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada keanggotaan TP PKK yang berkaitan

an\pemberdag masyarakat

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

PDF OCR Db

pada tanggal 28 Maret 2015

BUPATI BENGKALIS,

é;:—;ﬂm//'/

/
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
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